
INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA 
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK 

PEDOMAN MENTERI PANRB NOMOR 7 TAHUN 2025 

DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI



Aspek  dan Prinsip  Pelaksanaan  PEKPPP

Kerangka penilaian mencakup 6 aspek utama berbobot total 100%, didukung 6 prinsip agar evaluasi 
pelayanan publik lebih objektif, transparan, dan berdampak.

6 Aspek Indikator Penilaian

24%

Kebijakan  
Pelayanan  

SP, FKP, MP, SKM

25%

Profesionalisme 
SDM

Waktu layanan, 
kode etik, motivasi 

& budaya 
pelayanan

18%

Sarana 
Prasarana

Parkir, ruang 
tunggu, toilet, 
front office & 

sarpras khusus

11%

SIPP

Website, Apps, 
pemutakhiran  

data

10%

Konsultasi 
Pengaduan

Media, SP4N -
LAPOR! 

akuntabilitas & 
tindak lanjut

12%

Inovasi

Penciptaan  Solusi, 
Penguatan , 

Keberlanjutan

Prinsip Evaluasi: standar  untuk  memastikan hasil penilaian adil dan dapat ditindaklanjuti

Keadilan Partisipasi Akuntabilitas Transparansi Berdaya 
Guna

Aksesibilitas

ˢˤ
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˲̡̤̖̜ ˼̛̖̜̟̓̒̒̚ ̖̝̪̟̟́̒̒̒

ᶆ˿̠ Kode ḵ̡̣̟̤́̚̚ˠ˺̟̜̥̠̣̒̕̚ ˳̠ ̠̥̓
˺̟ ̜̥̠̣̒̕̚

̖̣̙̥̦̟̘̟́̒̚
˲̡̤̖̜

I.  KEBIJAKAN PELAYANAN  (9 indikator, 5 Prinsip)

1 ̒˟˲̜ Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan yang berlaku. ˢ˨˝ˡ˖

2 a.P Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur
masyarakat. ˢ˥˝ˡ˖

3 ̒˟̅ Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. ˨˝ˡ̟

4 a.K
Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar
Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah
ditindaklanjuti .

ˢ˥˝ˡ˖

5 ̒˟˼ Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan ,
penetapan , dan publikasi ). ˢˡ˝ˡ˖

6 a.B SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB ˢ˨˝ˡ˖

7 ̒˟̅ Jumlah media publikasi hasil SKM. ˨˝ˡ̟

8 a.Ak Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. ˨˝ˡ̟

9 ̒˟˲̜ Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan ˨˝ˡ̟

24%

Ṝ
Ṝ



1. a.Ak
Tersedia Standar Pelayanan  (SP) sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang - undangan  yang berlaku .

Poin Jawaban Bukti Dukung Catatan

0 Tidak tersedia  Standar  Pelayanan .
Å Dokumen SP pada 

seluruh jenis layanan  
yang telah 
ditetapkan  oleh 
Pimpinan  Instansi . 

Å Laporan 
pelaksanaan  
penyusunan  / 
peninjauan  ulang SP. 
Terdiri  dari  berita 
acara, foto, 
notulensi , daftar 
hadir . 

ÅSetiap  unit wajib  Menyusun SP 
sebagai  pedoman  
penyelenggaraan  pelayanan  
publik . 

ÅAturan terkait  SP dapat  
mengacu  pada Peraturan  
Menteri PANRB No 15 Tahun 
2014 .

ÅAturan  pelibatan  
masyarakat dapat  mengacu  
pada Peraturan  Menteri 
PANRB No 16 Tahun 2017.

1 Tersedia Standar Pelayanan namun  tidak  memenuhi  14 komponen .

2 Tersedia  Standar  Pelayanan  yang  memenuhi  14 komponen .

3
Tersedia Standar  Pelayanan yang memenuhi 14 komponen dan dilakukan
penetapan .

4
Tersedia Standar Pelayanan yang memenuhi  14 komponen , melibatkan  
masyarakat  dalam  penyusunan  Standar  Pelayanan dan dilakukan  
penetapan .

5
Tersedia Standar Pelayanan yang memenuhi  14 komponen , melibatkan  
masyarakat  dalam  penyusunan  SP, dilakukan  penetapan , dan dilakukan  
monitoring dan evaluasi .

9ŸŰƣŸőЮ?ċƣċЮ?ƨťƨŰŊ

Dokumen Keputusan Standar Pelayanan xċůƓŔƖċŰЮÉƣċŰĬċƖЮÂĲũċǃċŰċŰ



2. a.P
Proses penyusunan  dan perubahan  SP telah  melibatkan  unsur  masyarakat .

Poin Jawaban Bukti Dukung Catatan

0
Penyusunan  SP tanpa  melibatkan  unsur masyarakat  dan  pihak  

terkait .
Dokumen  berupa
ÅUndangan  
ÅBerita Acara  yang 

ditandangi  oleh peserta  
kegiatan  

ÅDaftar Hadir
ÅNotulensi
ÅFoto kegiatan
ÅLaporan  FKP / Laporan  

Kegiatan

Unsur Masyarakat yang perlu  
dilibatkan , diantaranya :
ÅPengguna  layanan
ÅPenyelenggara  layanan
ÅAkademisi
ÅOrganisasi  Masyarakat  Sipil
ÅMedia  Massa
ÅKomunitas  Terkait
ÅDan lain lain sesuai  kebutuhan  

instansi .

1 Penyusunan  SP telah  melibatkan  minimal  1 unsur masyarakat .

2 Penyusunan  SP telah  melibatkan  minimal  2 unsur masyarakat .

3 Penyusunan  SP telah  melibatkan  minimal  3 unsur masyarakat .

4 Penyusunan  SP telah  melibatkan  minimal  4 unsur masyarakat .

5 Penyusunan  SP telah  melibatkan  lebih  dari  4 unsur masyarakat .

Contoh Data Dukung:

Undangan kepada unsur masyarakat Berita Acara ?ċŉƣċƖЮcċĬŔƖ



ˤ˟ ̒˟̅ 
˻̦̞̝̙̒ ̞̖̒̕̚ ̡̦̝̜̤̓̒̚̚ ̦̟̥̦̜ ̡̜̠̞̠̟̖̟ ̧̤̖̣̖̔̚ ̧̖̝̖̣̪̕̚˟

Poin Jawaban Bukti Dukung Catatan

0 Tidak ada  publikasi  SP. 
Publikasi  dapat  dilakukan  
pada  berbagai  media,  
diantaranya :
ÅMedia  Cetak  /  Non  

Elektronik  (brosur , 
majalah , papan )

ÅMedia  Elektronik  (layar 
tv,  monitor )

ÅMedia  Sosial
ÅWebsite  
ÅAplikasi  Instansi
ÅSIPP Nasional

ÅSP wajib  dipublikasikan  
pada  media  publikasi

ÅPublikasi  dilakukan  secara  
berkala  untuk  memastikan  
informasi  tersampaikan  
kepada  pengguna  layanan

ÅPerlu memastikan  
keterhubungan  SIPP 
Nasional. Diakses  melalui
https://sippn.menpan.go.i
d

1
Tersedia publikasi SP hanya sebagian dari komponen service delivery baik pada
media cetak/non elektronik maupun media elektronik .

2
Tersedia publikasi SP seluruh komponen service delivery pada 2 atau lebih media
publikasi namun belum dipublikasikan pada SIPPNasional .

3
Tersedia  publikasi  SP seluruh  komponen  service  delivery  pada  2 media  publikasi  
dan  pada  SIPP Nasional .

4
Tersedia  publikasi  SP seluruh komponen  service  delivery  pada  3 media  publikasi  
dan  pada  SIPP Nasional .

5
Tersedia  publikasi  SP seluruh  komponen  service  delivery  pada  4 atau  lebih  media  
publikasi  dan  pada  SIPP Nasional .

Contoh Data Dukung:

Media Sosial Papan SIPPN-CariYanlik

https://sippn.menpan.go.id/
https://sippn.menpan.go.id/


˥˟ ̒˟˼ 
̖̝̙̅̒ ̝̜̦̜̟̒̒̕̚ ̡̛̖̟̟̦̟̒̒̚ ̦̝̟̘̒ ̤̖̣̔̒̒ ̖̣̜̝̓̒̒ ̥̒̒ ̤̥̟̣̄̒̒̕ ̖̝̪̟̟́̒̒̒ ̟̒̕ ̙̤̝̒̚ ̡̛̖̟̟̦̟̒̒̚ ̦̝̟̘̒ 
̥̖̣̤̖̦̥̓ ̥̖̝̙̒ ̛̥̟̜̝̟̦̥̒̒̕̚̚̕̚˟

Poin Jawaban Bukti Dukung Catatan

0 Tidak dilaksanakan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan . Dokumen  
Peninjauan  Ulang  
berupa :
ÅLaporan Kegiatan  

yang berisi  : Berita 
Acara, Rencana 
Aksi, dan 
Pelaksanaan 
Rencana Aksi

ÅNotulen  proses 
peninjauan .

Standar Pelayanan tidak  
selalu  
ditetapkan / perbarui  
setiap  tahun  namun  perlu  
dilakukan  peninjauan  atas  
relevansi  SP terhadap  
penyelenggaraan  
pelayanan  publik . 

1 Dilakukan  peninjauan  ulang  3 tahun  atau  lebih  terhadap  seluruh  jenis layanan .

2 Dilakukan  peninjauan  ulang  2 tahun  atau  lebih  terhadap  sebagian  jenis layanan .

3 Dilakukan  peninjauan  ulang  2 tahun  atau  lebih  cepat  terhadap  seluruh  jenis layanan .

4 Dilakukan  peninjauan  ulang  1 tahun  atau  lebih  cepat  terhadap  sebagian  jenis layanan .

5 Dilakukan  peninjauan  ulang  1 tahun  atau  lebih  cepat  terhadap  seluruh  jenis layanan .

Contoh Data Dukung:

cċƚŔũЮÂĲŰŔŰŢċƨċŰ Notulen/BA Laporan Lampiran



5.a.K 
Pemenuhan  siklus  Maklumat Pelayanan  (ketersediaan , penetapan , dan publikasi ).

Poin Jawaban Bukti Dukung Catatan

0 Tidak tersedia  Maklumat  Pelayanan .
ÅDokumen   Maklumat 

Pelayanan , 
pelayanan  
dilaksanakan  secara  
langsung  maupun  
digital.

ÅPublikasi  Maklumat 
Pelayanan  pada 
media publikasi  
(Media Cetak , Media 
Elektronik, dan 
media lainnya).

Maklumat Pelayanan  
berisi komitmen  
pelayanan , standar  
waktu , persyaratan , 
dan mekanisme  
keluhan  pada 
penyelenggaraan  
pelayanan  publik .

1 Tersedia  Maklumat  Pelayanan  namun  belum  ditetapkan .

2
Tersedia  Maklumat  Pelayanan  yang  sudah  ditetapkan  namun  isinya belum  sesuai  dengan  
peraturan  perundangan  yang  berlaku .

3
Tersedia  Maklumat  Pelayanan  yang  sudah  ditetapkan  dan  isinya telah  sesuai  dengan  
peraturan  perundangan  yang  berlaku .

4
Tersedia  Maklumat  Pelayanan  yang  sudah  ditetapkan , isinya telah  sesuai  dengan  
peraturan  perundangan  yang  berlaku , dan  dipublikasikan  pada  media  non  elektronik .

5
Tersedia  Maklumat  Pelayanan  yang  sudah  ditetapkan , isinya telah  sesuai  dengan  
peraturan  perundangan  yang  berlaku , dan  dipublikasikan  pada  media  non  elektronik  dan  
elektronik .9ŸŰƣŸőЮ?ċƣċЮ?ƨťƨŰŊж

Penetapan 
Maklumat Pelayanan

ÂƨĤũŔťċƚŔЮ
~ċťũƨůċƣЮÂĲũċǃċŰċŰ



6.a.B 
Survei  Kepuasan  Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri.

Poin Jawaban Bukti Dukung Catatan

0 Belum  melaksanakan  SKM. Laporan  Pelaksaaan  
SKM yang meliputi : 
Å9 Unsur Penilaian  

(Persyaratan , 
Prosedur , Waktu, 
Biaya, Produk , 
Kompetensi  
Pelaksana , Perilaku , 
Sarpras )

ÅRencana Tindak 
Lanjut

ÅTindak Lanjut.

SKM dilaksanakan  
secara  berkala  untuk  
dapat  memantau  
secara  realtime  
feedback dari  
pengguna  layanan , 
yang kemudian  dapat  
langsung  
ditindaklanjuti .

1
Sudah  melaksanakan  SKM namun  tidak  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  PANRB yang  
berlaku .

2 Sudah  melaksanakan  SKM sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  PANRB yang  berlaku .

3
Sudah  melaksanakan  SKM sesuai  dengan  PermenPANRB yang  berlaku  dan  dipublikasikan  
pada  media  non - elektronik .

4
Sudah  melaksanakan  SKM sesuai  dengan  PermenPANRB yang  berlaku  dan  dipublikasikan  
pada  media  non - elektronik  dan  elektronik .

5
Sudah  melaksanakan  SKM sesuai  dengan  PermenPANRB yang  berlaku  dan  dipublikasikan  
pada  media  non - elektronik  dan  elektronik  serta  dilakukan  tindak  lanjut  hasil SKM.

Contoh Data Dukung:

Laporan 
SKM

Detail 
Nilai 
Unsur

?ĲƣċŔũЮ
 ŔũċŔЮ
ÖŰƚƨƖ



˨˟ ̒˟̅ 
˻̦̞̝̙̒ ̞̖̒̕̚ ̡̦̝̜̤̓̒̚̚ ̙̤̝̒̚ ̄˼˾˟

Poin Jawaban Bukti Dukung Catatan

0 Tidak dipublikasikan .
Publikasi  dapat  dilakukan  pada  berbagai  
media,  diantaranya :
ÅMedia  Cetak  /  Non  Elektronik  (brosur , 

majalah , papan )
ÅMedia  Elektronik  (layar tv,  monitor )
ÅMedia  Sosial
ÅWebsite  
ÅAplikasi  
ÅSIPP Nasional

Publikasi  dilakukan  
secara  berkala  untuk  
menyampaikan  
kepada  pengguna  
layanan  bahwa  
penyelenggara  terus  
berupaya  melakukan  
peningkatan  layanan  
melalui  survei  
kepuasan .

1 SKMdipublikasikan pada 1(satu) media publikasi .

2 SKMdipublikasikan pada 2 (dua) media publikasi .

3 SKM dipublikasikan  pada  3 (tiga ) media  publikasi .

4 SKM dipublikasikan  pada  4 (empat ) media  publikasi .

5 SKM dipublikasikan  pada  lebih  dari  4 (empat ) media  publikasi  lainnya.

Contoh Data Dukung:



8.a.
Ak Persentase  tindak  lanjut  hasil  SKM yang ditindaklanjuti . 
Poin Jawaban Bukti Dukung Catatan

0 Tidak ada  rencana  tindak  lanjut  SKM.

Laporan  
pelaksanaan  SKM 
yang  memuat  
rencana  tindak  
lanjut  dan  laporan  
tindak  lanjut . 

ÅRuang lingkup  SKM meliputi : 
persyaratan , prosedur , waktu , produk  
pelayanan , biaya , kompetensi , perilaku  
dan  maklumat  pelayanan  serta  
pengelolaan  pengaduan  (merujuk  pada  
peraturan  Menteri  yang  berlaku ).

ÅHasil SKM ditindaklanjuti  sebagai  acuan  
perbaikan  layanan . 

Cara mengukur  persentase :

1 Ada rencana  tindak  lanjut  tapi  belum  dilaksanakan .

2
Tindak lanjut  hasil SKM dilaksanakan  kurang  dari  30 %, dibuktikan  dengan  laporan  
pelaksanaannya .

3
Tindak lanjut  hasil SKM dilaksanakan  30 - 80 %, dibuktikan  dengan  laporan  
pelaksanaannya

4
Tindak lanjut  hasil SKM dilaksanakan  lebih  dari  80 %, dibuktikan  dengan  laporan  
pelaksanaannya .

5
Tindak lanjut  hasil SKM dilaksanakan  100 %, dibuktikan  dengan  laporan  
pelaksanaannya .Contoh Data Dukung:

ὶὩὥὰὭίὥίὭ ὶὩὲὧὥὲὥ ὸὭὲὨὥὯ ὰὥὲὮόὸ

ὮόάὰὥὬ ὶὩὲὧὥὲὥ ὸὭὲὨὥὯ ὰὥὲὮόὸ
 ὼ ρππϷ

xċƓŸƖċŰЮ
Éu~

Ringkasan 
Tindak 
Lanjut

ÑĲůƓũċƣĲЮ
ÑŔŰĬċťЮ
xċŰŢƨƣ



9.a.
Ak Kecepatan  tindak  lanjut  hasil  SKM seluruh  jenis  pelayanan . 

Poin Jawaban Bukti Dukung Catatan

0 Rekomendasi  hasil SKM tidak  ditindaklanjuti . Laporan  Pelaksaaan  
SKM yang meliputi : 
Å9 Unsur Penilaian  

(Persyaratan , 
Prosedur , Waktu, 
Biaya, Produk , 
Kompetensi  
Pelaksana , Perilaku , 
Sarpras )

ÅRencana  Tindak 
Lanjut

ÅTindak Lanjut .

ÅKecepatan tindak 
lanjut diukur dari 
selisih waktu terbit 
laporan tindak lanjut 
dengan laporan SKM.

ÅKecepatan tindak 
lanjut hasil SKM guna 
melihat komitmen 
melaksanakan SKM.  

1 Rekomendasi  hasil SKM ditindaklanjuti  seluruhnya  1 tahun  setelah  laporan  SKM diterbitkan .

2 Rekomendasi  hasil SKM ditindaklanjuti  seluruhnya  9 bulan  setelah  laporan  SKM diterbitkan .

3 Rekomendasi  hasil SKM ditindaklanjuti  seluruhnya  6 bulan  setelah  laporan  SKM diterbitkan .

4 Rekomendasi  hasil SKM ditindaklanjuti  seluruhnya  3 bulan  setelah  laporan  SKM diterbitkan .

5

Rekomendasi  hasil SKM ditindaklanjuti  seluruhnya  1 bulan  setelah  laporan  SKM diterbitkan .

Contoh Data Dukung:

Laporan SKM Matriks Pelaksanaan Tindak Lanjut
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Aspek Profesionalisme  SDM

II.  PROFESIONALISME SDM  (5 indikator, 3 Prinsip)

10 b.As Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan
pengguna layanan . 10,0%

ˢˢ b.K
Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana
dan/ atau Budaya Pelayanan di lingkungan
instansi .

20,0%

12 b.Ak
Tersedia mekanisme yang dibangun untuk
menjaga dan meningkatkan motivasi kerja
Pelaksana pelayanan.

20,0%

ˢˤ b.K Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi
pegawai yang berprestasi . 20,0%

14 b.K Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya
pelayanan . 30,0%

ˣ˦̟

Ṝ
Ṝ

ᶆ No Kode ḵ̡̣̟̤́̚̚ˠ˺̟̜̥̠̣̒̕̚
Bobot

Indikator
Perhitungan

Aspek



10.b.As 
Tersedia  waktu  pelayanan  yang memudahkan  pengguna  layanan . 

Poin Jawaban Bukti Dukung Catatan

0
Tidak memiliki  kebijakan  jam 
pelayanan / kerja .

Setiap  unsur 
perlu  adanya  
data dukung  
berupa
ÅSurat,
ÅNota dinas ,
ÅMemo,
ÅSurat Tugas 

dan bukti  
formal lainnya 
yang 
mendukung  
pelaksanaan  
pelayanan .

Bentuk  penyesuaian  waktu  pelayanan  dapat  berupa  unsur : 
1. Memiliki  kebijakan  pelayanan / kerja  berupa  jam surat  keputusan , 

peraturan  yang  berlaku , dan  sejenisnya . 
2. Tidak ada  jeda  pelayanan  yang  berarti  istirahat  pegawai  dilakukan  

secara  bergilir  (shift)  yang  dapat  dibuktikan  dari  publikasi  layanan  
kepada  masyarakat . 

3. Penambahan  waktu  layanan  di  luar jam pelayanan  yang  sudah  ditentukan  
(masih  di  hari kerja ).

4. Penambahan  waktu  layanan di  luar hari kerja  namun  dalam  kondisi  
tertentu  (Misal: Pembukaan  CPNS, LAPOR SPT Tahunan). 

5. Penambahan  waktu  layanan di  luar hari kerja  namun  secara  rutin . 
6. Layanan 24 Jam: layanan yang  merupakan  inti  pelayanan  dan  

pendaftaran . Tidak termasuk  layanan  konsultasi  dan  informasi

1 Memiliki kebijakan pelayanan/kerja .

2
Memiliki  kebijakan  jam jam pelayanan / kerja  
dan  1 unsur lainnya.

3
Memiliki  kebijakan  jam jam pelayanan / kerja  
dan  2 unsur lainnya.

4
Memiliki  kebijakan  jam jam pelayanan / kerja  
dan  4 unsur lainnya.

5

Memiliki  kebijakan  jam jam pelayanan / kerja  
dan  4 atau  lebih  unsur lainnya.

Contoh Data Dukung:

ÅĲŊƨũċƚŔЮcċƖŔЮĬċŰЮsċůЮuĲƖŢċDetail Ketentuan Surat Tugas Publikasi



11.b.K 
Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi.

Poin Jawaban Bukti Dukung Catatan

0 Tidak tersedia  aturan  kode  etik  dan  kode  perilaku . Dokumen  
penetapan  Kode 
Etik  dan Perilaku  
yang ditandatangi  
oleh Kepala  Unit 
atau  Pimpinan  
Instansi . Terdiri  dari  
unsur:
ÅHak dan 

Kewajiban  
ÅLarangan  KKN 
ÅLarangan  

Diskriminasi
ÅSanksi 
ÅPenghargaan

Aturan  kode  etik  dan  
kode  perilaku  Aparatur  
Sipil  Negara  (ASN) di  
Indonesia  merupakan  
pedoman  sikap , tingkah  
laku, dan  perbuatan  ASN, 
baik  dalam  melaksanakan  
tugas  kedinasan  maupun  
dalam  kehidupan  sehari -
hari.

1
Aturan  kode  etik  dan  kode  perilaku  Pelaksana  Pelayanan  hanya meliputi  nilai dasar  hak 
dan  kewajiban .

2
Aturan  kode  etik  dan  kode  perilaku  Pelaksana  Pelayanan  meliputi  nilai dasar  hak 
kewajiban  dan  1 (satu ) unsur lainnya.

3
Aturan  kode  etik  dan  kode  perilaku  Pelaksana  Pelayanan  meliputi  nilai dasar  hak dan  
kewajiban  dan  2 (dua) unsur lainnya.

4
Aturan  kode  etik  dan  kode  perilaku  Pelaksana  Pelayanan  meliputi  nilai dasar  hak dan  
kewajiban  dan  3 (tiga ) unsur lainnya.

5

Aturan  kode  etik  dan  kode  perilaku  Pelaksana  Pelayanan  meliputi  nilai dasar  hak dan  
kewajiban  dan  4 (empat ) unsur lainnya

Contoh Data Dukung:



ˢˣ˟̓˟˲̜ 
̖̣̤̖̅̒̕̚ ̞̖̜̟̤̞̖̒̚ ̪̟̘̒ ̟̘̦̟̓̒̕̚ ̦̟̥̦̜ ̛̞̖̟̘̒̒ ̟̒̕ ̞̖ ̟̟̘̜̥̜̟̒̒̚ ̧̞̠̥̤̒̚̚ ̛̜̖̣̒ ̖̝̜̤̟́̒̒̒ ̡̖̝̪̟̟̒̒̒˟

Poin Jawaban Bukti Dukung Catatan

0 Tidak tersedia  mekanisme  peningkatan  motivasi  kerja . Surat atau keputusan kegiatan peningkatan motivasi,
dengan bentuk peningkatan :
ÅPemberian  penghargaan
ÅPemberian  kesempatan  untuk  mengikuti  diklat
ÅPengembangan  kapasitas  melalui  kesempatan  

mengikuti  beasiswa
ÅProgram  konseling  pegawao  
ÅProgram  tim / capacity  building
ÅMekanisme  lainnya yang  dapat  meningkatkan  motivasi  

kerja  pegawai  sesuai  kebutuhan  instansi /

Data dukung  yang 
disampaikan  tidak  
hanya dokumentasi  
dalam  bentuk  foto , 
namun  dokumen  formal 
seperti  Surat, 
Keputusan, dll .

1 Tersedia 1jenis mekanisme peningkatan motivasi kerja

2 Tersedia 2 jenis mekanisme peningkatan motivasi kerja

3 Tersedia 3 jenis mekanisme peningkatan motivasi kerja

4 Tersedia 4 jenis mekanisme peningkatan motivasi kerja

5
Tersedia lebih dari 4 jenis mekanisme peningkatan
motivasi kerja

Contoh Data Dukung:



13.b.K
Tersedia  kriteria  pemberian  penghargaan  bagi  pegawai  yang berprestasi .

Poin Jawaban Bukti Dukung Catatan

0 Tidak ada  pemberian  penghargaan . 

Surat atau keputusan terkait kriteria pemberian 
penghargaan:
ÅKinerja : SKP 
ÅKehadiran  
ÅKerja sama
Å Inovatif / kreatif
ÅPenampilan  
ÅTidak pernah  menerima  komplain  dari  

pengguna  layanan  yang bersifat  personal.
ÅKriteria  lainnya.

Data dukung  yang 
disampaikan  tidak  
hanya dokumentasi  
dalam  bentuk  foto , 
namun  dokumen  
formal seperti  Surat, 
Keputusan, dll .

1
Ada pemberian  penghargaan  hanya berdasarkan  1- 2 unsur kecuali  
kinerja .

2
Ada pemberian  penghargaan  berdasarkan  3- 5 unsur kecuali  
kinerja .

3
Ada pemberian  penghargaan  berdasarkan  1- 2 unsur termasuk  
kinerja .

4
Ada pemberian  penghargaan  berdasarkan  3- 4 unsur termasuk  
kinerja .

5
Ada pemberian  penghargaan  berdasarkan  5- 6 unsur termasuk  
kinerja . 

Contoh Data Dukung:

Penetapan 
Keputusan

Kriteria dan 
Bobot

Pembentukan 
Tim



14.b.K 
Tersedia  pelaksana  yang menerapkan  budaya  pelayanan

Poin Jawaban Bukti Dukung Catatan

0 Tidak menerapkan  budaya  layanan .

Dokumentasi  penerapan  budaya  pelayanan  dengan  
unsur:
ÅSeragam  
Å Identitas  nama  
ÅPIN/atribut /logo  unit  pelayanan  
ÅAturan  penerapan  5S 
ÅNilai- nilai budaya  layanan bisa  dalam  bentuk  

slogan,  motto,  maskot , dan  sebagainya .

Data dukung  dapat  
disertai  Keputusan / 
Surat / Nota Dinas 
penggunaan  seragam .

1
Pelaksana pelayanan menerapkan 1 (satu) unsur budaya
pelayanan .

2
Pelaksana  pelayanan  menerapkan  2 (dua) unsur budaya  
pelayanan .

3
Pelaksana  pelayanan  menerapkan  3 (tiga ) unsur budaya  
pelayanan .

4
Pelaksana  pelayanan  menerapkan  4 (empat ) unsur budaya  
pelayanan

5
Pelaksana  pelayanan  menerapkan  5 (lima) unsur budaya  
pelayanan .

Contoh Data Dukung:



Aspek Sarana Prasarana

III.  Sarana Prasarana  (6 indikator, 3 Prinsip)

15 c.K Tersedia tempat parkir dengan fasilitas
pendukung yang  memadai . 15%

16 c.As Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan 
pelengkap. 23%

17 c.As Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang 
layak pakai. 20%

18 c.K Tersedia sarana prasarana bagi pengguna
layanan  kelompok rentan . 20%

19 c.As Tersedia sarana prasarana penunjang. 11%

20 c.B Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit 
layanan. 11%

18%

Ṝ
Ṝ

ᶆ No Kode ḵPrinsip/Indikator Bobot
Indikator

Perhitungan
Aspek



15.c.K 
Tersedia  tempat  parkir  dengan  fasilitas  pendukung  yang memadai

Poin Jawaban Bukti Dukung Catatan

0 Tidak tersedia  tempat  parkir Dokumentasi  Fasilitas  Parkir dengan  detail :
ÅKetersediaan  parkir  roda  dua  dan  roda  empat : terdapat  pemisahan  yang  jelas 

antara  kendaraan  roda  2 dan  4 yang  diberikan  marka . 
ÅPetugas  parkir : terdapat  petugas  yang  berjaga  di  area parkir .
ÅPemeriksaan  karcis / kartu  parkir : setiap  pengunjung  diberikan  kartu / karcis  

sebagai  bukti  kepemilikan  kendaran  yang  digunakan . 
ÅCCTV: lokasi  parkir  dilengkapi  dengan  CCTV yang  aktif  dan  dipantau  melalui  

monitor . 
ÅPenitipan  jaket /helm . 
ÅPelindung  (Kanopi/atap  bahan  lain). 
ÅDrive Thru dan/ atau  fasilitas  tambahan  

1 Tersedia  tempat  parkir  dan  memiliki  1 fasilitas  parkir .

2 Tersedia  tempat  parkir  dan  memiliki  2 fasilitas  parkir .

3 Tersedia  tempat  parkir  dan  memiliki  3 fasilitas  parkir .

4 Tersedia  tempat  parkir  dan  memiliki  4 fasilitas  parkir .

5
Tersedia  tempat  parkir  dan  memiliki  5 atau  lebih  
fasilitas  parkir .

Contoh Data Dukung:

Pakir Roda Dua dan Kanopi Pakir Roda Empat Petugas dan Tiket CCTV



16.c.As 
Tersedia  ruang  tunggu  dengan  fasilitas  wajib  dan pelengkap

Poin Jawaban Bukti Dukung

0 Tidak tersedia  fasilitas  apapun . Dokumentasi  Foto  Fasilitas  Ruang Tunggu :
Fasilitas  wajib  1. Kursi tunggu ; 2. Pendingin / sirkulasi  ruangan : terdapat  pendingin  ruangan  yang  berupa  
AC/ kipas  angin  atau  ruang  tunggu  memiliki  sirkulasi  udara  yang  baik .

Fasilitas  Penunjang  1. Mesin antrian  dilengkapi  monitor : terdapat  monitor/ layar atau  keterangan  yang  
menjelaskan  nomor  antrian  yang  sedang  dilayani . 2. Televisi: ruang  tunggu  dilengkapi  televisi  yang  menyala  
sebagai  bentuk  fasilitas  bagi  pengguna  layanan yang  sedang  menunggu  antrian . 3. Bahan bacaan : terdapat  
bahan  bacaan  yang  dapat  digunakan  pengguna  layanan  seperti  majalah , koran , buku , dll . 4. Pengisi  daya  baterai  
alat  komunikasi /charger  booth : terdapat  sumber  listrik  yang  dapat  digunakan  pengguna  layanan  untuk  
melakukan  pengisian  daya  alat  komunikasi  5. Hotspot/ wifi : terdapat  hotspot/ wifi  yang  aktif  dan  dapat  
digunakan  oleh  pengguna  layanan. 6. Air minum : disediakan  air minum  bagi  pengguna  layanan  baik  berupa  
kemasan  atau  galon . 7. Hal- hal lainnya yang  mendukung  kenyamanan  ruang  tunggu .

1 Tersedia  fasilitas  wajib .

2
Tersedia fasilitas wajib dan 1
fasilitas pelengkap .

3
Tersedia fasilitas wajib dan 2
fasilitas pelengkap

4
Tersedia fasilitas wajib dan 3
fasilitas pelengkap

5
Tersedia  fasilitas  wajib  dan  4 
atau  lebih  fasilitas  pelengkap .

Contoh Data Dukung:


